Menimbang :

Mengingat

Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2005

TENTANG

PINJAMAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Pinjaman Daerah;

1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4438);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PINJAMAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah . . .
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Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah,
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau
walikota, dan  perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah  berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau
bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah
kota;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya
disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk
mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan
Desentralisasi;

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali;

10. Obligasi . . .
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Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan
kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal;
Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah
dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari
pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah
berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan
Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

Proyek adalah kegiatan yang merupakan bagian dari
program yang terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personal
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.

BAB II
PRINSIP UMUM PINUAMAN DAERAH
Pasal 2

Pinjaman  Daerah  merupakan  alternatif = sumber
pembiayaan APBD dan/atau untuk menutup kekurangan
kas.

Pinjaman Daerah digunakan untuk membiayai kegiatan
yang merupakan inisiatif dan kewenangan Daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dilarang melakukan pinjaman langsung
kepada pihak luar negeri.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku dalam hal pinjaman langsung kepada pihak luar
negeri yang terjadi karena kegiatan transaksi Obligasi
Daerah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal.

Pasal 4. ..
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Pasal 4

Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas
pinjaman pihak lain.

Pendapatan Daerah dan/atau barang milik Daerah tidak
boleh dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.

Proyek yang dibiayai dari Obligasi Daerah beserta barang
milik Daerah yang melekat dalam Proyek tersebut dapat
dijadikan jaminan Obligasi Daerah.

Pasal 5

Jenis Pinjaman Daerah terdiri atas:
a. Pinjaman Jangka Pendek;

b. Pinjaman Jangka Menengah; dan
c. Pinjaman Jangka Panjang.

Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka
waktu kurang atau sama dengan satu tahun anggaran dan
kewajiban pembayaran kembali pinjaman yang meliputi
pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus
dilunasi dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Pinjaman Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka
waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban
pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok
pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi dalam
kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala
Daerah yang bersangkutan.

Pinjaman Jangka Panjang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c merupakan Pinjaman Daerah dalam jangka
waktu lebih dari satu tahun anggaran dan kewajiban
pembayaran kembali pinjaman yang meliputi pokok
pinjaman, bunga, dan biaya lain harus dilunasi pada
tahun-tahun anggaran  berikutnya sesuai dengan
persyaratan perjanjian pinjaman yang bersangkutan.

Pasal 6

Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah
melakukan perjanjian pinjaman jangka menengah berhenti
sebelum masa jabatannya berakhir, maka perjanjian pinjaman
jangka menengah tersebut tetap berlaku.

Pasal 7. ..
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Pasal 7

Pinjaman Jangka Pendek hanya dipergunakan untuk
menutup kekurangan arus kas pada tahun anggaran yang
bersangkutan.

Pinjaman Jangka Menengah dipergunakan untuk
membiayai penyediaan layanan umum yang tidak
menghasilkan penerimaan.

Pinjaman Jangka Panjang dipergunakan untuk membiayai
Proyek investasi yang menghasilkan penerimaan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka

Pendek yang bersumber dari:

a. Pemerintah Daerah lain;

b. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum
Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam
wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau

c. lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum
Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam
wilayah Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah dapat melakukan Pinjaman Jangka

Menengah dan Jangka Panjang yang bersumber dari:

a. Pemerintah yang dananya berasal dari pendapatan
APBN dan/atau pengadaan pinjaman Pemerintah dari
dalam negeri ataupun luar negeri;

b. Pemerintah Daerah lain;

c. lembaga keuangan bank yang berbadan hukum
Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam
wilayah Negara Republik Indonesia;

d. lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukum
Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam
wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau

e. masyarakat.

Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa
Obligasi Daerah yang diterbitkan melalui penawaran
umum kepada masyarakat di pasar modal dalam negeri.

Pasal 9

Menteri Keuangan mengelola Pinjaman Daerah yang bersumber
dari Pemerintah.

BABIIL . ..



